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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan selama Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj)} Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun
2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA
Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2020 disusun
berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen
terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas Kinerja
Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang
bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2020 terdiri
atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi
dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan urajan singkat organisasi,
seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan
Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK, Sedangkan aspek
akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator
kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone pada tahun 2020

termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.



Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bone Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 4 indikator
kinerja utama, terdapat 4 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun
disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi
atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan
perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.
Berkenaan dengan itu, LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini, dapat
menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif
dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih
Boge, 5 Februari 2021

KephlaxBadan Kesatuan Bangfa dan
e » - 'g




BABI
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinetja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk
menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien
dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah
perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi
secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap
instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang
dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Bone. LKj menjadi
dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip
akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada



Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama
kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan
kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan proses untuk
menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
kerberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang
tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses
evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di
pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan

publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN' BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BONE

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor No. 05 Tahun 2014, tentang
perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah
Kabuapaten Bone Tahun 2014 Nomor 5 ) ditetapkan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bone adalah sebagai berikut
1) Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Kabupaten Bone



Dengan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan tekhnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi
pengembangan nilai-nilai kebangsaan, orpol dan kemasyarakatan dan ketahanan
nasional.

2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan kesbang meliputi pengembangan nilai-
nilai kebangsaan, orpol, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi.

3) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesbang meliputi pengembangan
nilai-nilai kebangsaan, orpol, kemasyarakatan dan ketahanan ekonomi .

4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

Sungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dipimpin oleh Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bone dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas
selain tugas pemerintahan umum dan politik.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
politik beserta jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone
Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan
Struktural dan Fungsional pada Badan. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bone.

Badan Kesatuan Bangsa memiliki susunan orgnaisasi sebagaimana
terlampir.
Tabel 1. Jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2020

No. | Pendidikan |[Jumlah No. | Gol. |Jumlah No. Jabatan Jumlah
1. | SD - 1. I - 1. Struktural 15
2. | SMP - 2. iI 2 - Eselonll =1 orang
3. | SMA 2 3. 11 14 - EselonIll =5 orang
4. | Diploma 1 - 4, | IV 7 - Eselon IV = 8 orang
5. | Diploma 2 - 2. | Fungsional
6. | Sarmuda/D3 -
7. | Strata 1 13
8. | Strata 2 8
3. Staf 8
Jumlah 23 Jumlah 23 Jumlah 23




1.4 ISU STRATEGIS

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance &
clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten
Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian
dari Rencana Strategis Pencapaian Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2013-2018, yaitu
untuk mewujudkan Masyarakat Bone Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, banyak
dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal
dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh
dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bone, terdiri dari :

a} Faktor Internal

Kekuatan organisasi secara internal, yaitu :

» Kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugas
perumusan kebijakan tekhnis dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan orpol,
kemasyarakatan dan ketahanan nasional;

» Adanya pedoman kerja organisasi yang jelas dan terstruktur berupa Standar
Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

> Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan untuk meningkatkan kinerja
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

» Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pemerintah pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Kelemahan organisasi secara internal, yaitu :

» Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah dari segi kuantitas dan kualitas
dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan kemampuan SDM yang ada,
khususnya dalam hal :

- Pelaksanaan terhadap administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan urusan



pemerintahan daerah,

- Pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta
laporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga pengelolaan keuangan dan
asset daerah;

» Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah dibandingkan dengan
kebutuhan aparatur, khususnya ruangan gedung kantor beserta perlengkapan
meubeulernya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan
(kendaraan roda empat);

» Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang nilainya sekitar 0,25 % dari total
anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Bone dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

b) Faktor Eksternal

Kekuatan organisasi secara eksternal, yaitu :

» Dukungan dan komitmen secara penuh dari Bupati Bone selaku pengambil
kebijakan tertinggi dalamm pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di
Kabupaten Bone;

» Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparat Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dan Eksternal lainnya, baik dengan BPK-RI, BPKP, Muspida dan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik propinsi;

Kelemahan organisasi secara eksternal, yaitu :

» Inkonsistensi beberapa peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat dalam
konteks otonomi/kewenangan daerah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan
keuangan dan aset daerah, yang beberapa kali mengalami perubahan yang cukup
cepat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;

Terbatasnya peraturan daerah/peraturan kepala daerah, yang mengatur
secara lebih terinci terkait dengan prosedural teknis implementasi peraturan
perundang-undangan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai



berikut:

. Belum memadai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA.

. Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala
lokal.

Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merataelum
optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka
menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbendung.

. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela Negara



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bagsa dan Politik Kabupaten Bone
Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis
(RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan,
sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI :
Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 — 2023 adalah:

MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN
SETAHTERA

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang
Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang
Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan
nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus
kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi
masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara
bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun
tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling

menguntungkan.

2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya
kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan
inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara

regional, nasional, bahkan internasional.

3. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin

meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar



yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial
budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang
religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang

memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat.

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan
kawasan perdesaan.

5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan
usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan
publik.

6. Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum, dan seni budaya dalam

kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPIMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik adalah misi:

1. Misi Kesatu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Misi Kedua :Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya
dalam kemajemukan masyarakat;

Tujuan dan Indikator Kinerja
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Tujuan 1:
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa
dan politik.



Misi 2 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam
kemajemukan masyarakat

Tujuan 2:
Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan
mengembangkan nilai - nilai kebangsaan

Tujuan 3:
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis
diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TARGET

N T RENSTRA
Cakupan konflik 100
bernuansa SARA
yang tertangani
%)

Tujuan 2 Persentase % 6,8 9.9
keikutsertaan

aparat dan elemen
masyarakat dalam
Pelatihan Bela
Negara (%)

Cakupan Ormas % 85 96
dan Orpol yang
mendapatkan

pembinaan (%)

Persentase % 82 90
Lembaga
Keagamaan yang
berperan aktif (%)

Persentase Ormas/ % 26 30
LSM yang
berpartisipasi aktif
(%)

Tujuan 3 Predikat Evaluasi Nilai B BB
SAKIP pada APIP




Sasaran Dan Indikator Kinerja
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yaitu :

=  Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa
dan politik;

»  Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol

= Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan
bernegara

=  Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban
masyarakat

Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone

Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

=  Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif

= Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan

*  Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif

= Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan
Bela Negara

= Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang tertangani

= Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP
Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis

diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran 1 Prosentase Persen 26 30
Ormas/LL.SM yang
berpartisipasi aktif
Cakupan Ormas
dan orpol yang Persen 85 96
mendapatkan
pembinaan

Sasaran 2 Prosentase Persen 82 90
L.embaga
Keagamaan yang
berperan aktif
Prosentase Persen 6,8 9,0
Keikutsertaan

10




Aparat dan
Elemen
Masyarakat dalam
Pelatihan Bela
Negara

Sasaran 3 Cakupan Konflik Persen 100 100
yng bernuansa
SARA yang
tertangani
Sasaran 4 Predikat Evaluasi Nilai B B
SAKIP pada APIP

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis
melalui perumusan program-program. Adapun program-program  untuk
mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Bone

GIS™

Sasaran 1 - Program Pendidikan Poliﬁk Masyarakat
Sasaran 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
dan Kesadaran Bela Negara

Sasaran 3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik
Sasaran 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Program Penunjang Pemerintahan Umum

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan
dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini
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memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan
anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA,
RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

masyarakat

NO Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
1 | Meningkatnya Predikat Evaluasi SAKIP Nilai B
Akuntabilitas Kinerja dan { pada APIP
Keuangan Urusan
Kesatuan Bangsa dan
politik
2 | Meningkatnya partisipasi | Prosentase Ormas/LSM Persen 26
lembaga kemasyarakatan | yang berpartisipasi aktif
dan parpol
Cakupan Ormas dan orpol Persen 85
yang mendapatkan
pembinaan
3 | Meningkatnya nilai - nilai | Prosentase Lembaga Persen 82
kebangsaan dalam Keagamaan yang berperan
kehidupan beragama dan | aktif
bernegara
Prosentase Keikutsertaan Persen 6.8
Aparat dan Elemen
Masyarakat dalam
Pelatihan Bela Negara
4 | Meningkatnya Antisipasi | Cakupan Konflik yng Persen 100
konflik untuk menjaga bernuansa SARA yang
ketentraman dan ketertiban | tertangani

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah
menetapkan IKU sebagai berikut;
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Tabel 2.3 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

~ Penjelasan I.Formulasiflﬁe:rhitungan
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Target Kinerja
1. | Meningkatnya Prosentase Ormas/LSM | Jumlah Ormas/ LSM yang
partisipasi lembaga | yang berpartisipasi aktif
kemasyarakatan dan | aktif ( % ) Jumlah Ormas x 100%
parpol Keseluruhan tahun
tersebut
2. | Meningkatnya nilai | Prosentase  Lembaga Jumlah Lembaga
- nilai kebangsaan Keagamaan yang | Keagamaan yang berperan
dalam kehidupan berperan aktif aktif
beragama dan x 100%
Jumlah Lembaga
bernegara Keagamaan
3. | Meningkatnya Cakupan Konflik Jumlah konflik yang
Antisipasi konflik bernuansa SARA yang bernuansa SARA
untuk menjaga tertangani . x 100%
ketentraman dan Jumlah Konflik
ketertiban
masyarakat
4. | Meningkatnya Predikat Evaluasi Hasil Evaluasi SAKIP
Akuntabilitas SAKIP oleh APIP oleh Inspektorat Daerah
Kinerja dan
Keuangan Urusan
Kesatuan Bangsa
dan politik
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2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran
2020 adalah sebesar Rp. 4.950.000.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2020

Rencana
No Uraian %
(Rp) ’
1 [Belanja Tidak Langsung Rp. 2.542.078.209,-1 45,00
2 |Belanja Langsung Rp.3.813.908.000,-/ 55,00
Jumlah Rp. 6.355.986.209,- 100%

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai
program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN INDIKATOR PROGRAM DAN %
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN | ANGGARAN e NGAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya Cakupan Ormas Program 186.850.000 99, 46
partisipasi lembaga | dan orpol yang Pendidikan Politik
kemasyarakatan dan | mendapatkan Masyarakat
parpol pembinaan Kegiatan Penyuluhan 31.250.000
Kepada Masyarakat
Kegiatan Pemantauan 74.950.000
dan Pengawasan
Administrasi Bantuan
Partai Politik
Kegiatan Pemantauan 25.000.000
dan Pelaporan dan
Evaluasi
Perkembangan Politik
di Daerah terkait
Pelaksanaan Pemilu
Serentak Tahun 2020
Prosentase Kegiatan Peningkatan 55.650.000
Ormas/LSM yang | Kapasitas LSM dan
berpartisipasi aktif | Ormas
(%)
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SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM DAN
KEGIATAN

ANGGARAN

%

KEUANGAN

1

2

3

4

Meningkatnya nilai -
nilai kebangsaan
dalam kehidupan
beragama dan
bernegara

Meningkatnya
Antisipasi konflik
untuk menjaga
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat

Persentase
Lembaga
Keagamaan yang
berperan aktif (%)

Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

224.525.000

99,94

Peningkatan
Kapasitas Forum
Pembauran
Kebangsaan

49.500,000

Peningkatan
Kapasitas Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)

150.025,000

Pusat Pendidikan
Wawasan
Kebangsaan

10.000.000

Penanaman Nilai
Nilai Revolusi Mental
bagi ASN, Kabupaten
Bone yang Mandiri,
Berdaya Saing dan
Sejahtera

15.000.000

Prosentase
Keikutsertaan Aparat
dan Elemen
Masyarakat dalam
Pelatihan Bela
Negara

Program
Peningkatan
Perlindungan
Masyarakat dan
Kesadaran Bela
Negara

63.700.000

99,75

Pelatihan Bela Negara

23.000.000

Pengawasan dan
Pemantauan
Ketahanan Ekonomi
Daerah

40.100.000

Pendidikan
Kesadaran Bela
Negara

600.000

Cakupan Konflik
bernuansa SARA
yang tertangani
(%)

Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik

2.675.817.240

99,63

Penyedian Tenaga
Kerja Pengendali
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik

512.000.000
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SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM DAN
KEGIATAN

ANGGARAN

%

KEUANGAN

1

2

3

4

5

Rakor Polkam
Tingkat Kabupaten
dan Kecamatan

304.795.000

Penanganan
Gangguan Keamanan
dan Konflik Sosial

83.232.240

Peningkatan
Kerjasama dan
Sinergitas Dalam
Pemeliharaan
kantrantibmas

1.516.450.000

Satgas Daerah Sapu
Bersih Pungli

132.340.000

Satuan Tugas Kontra
Terorisme, Kontra
Narkobaserta Gugus
Gerakan Bone
Melayani Tertib dan
Bersih

42.000.000

Pengawasan Orang
Asing

85.000.000

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinetja dan
Keuangan Urusan
Kesatuan Bangsa
dan politik

Predikat Evaluasi
SAKIP pada APIP

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

568.625.300

99,03

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

20.000.000

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

3.800.000

Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan

157.310.400

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

20,000,000

Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah dan Keluar
Daerah

172.424,900

Pelaksanaan
Administrasi

190.090.000
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SASARAN INDIKATOR PROGRAM DAN %
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN | ANCGARAN i ANGAN
1 2 3 4 5

Perkantoran
Program 63.971.260 91,92
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / 63.971.260
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Program 11.600.000 100
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan Dan 11.600.000
Pelatihan Formal
Program Penunjang 18.819.000 99,90
Pemerintahan
Umum
Penyusunan Rencana 18.819.000
Perangkat Daerah

TOTAL 3.813.908.000 99,43

Pada tabel atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar

3.813.908.000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran
Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
dengan besaran 99,63 % Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara sebesar
99,94% sasaran Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol yaitu
sebesar 99,46% Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah dari
total anggaran belanja langsung.
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun
2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone pada tahun 2020. Akuntabilitas
Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah
ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2018 —2023.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator
kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Meriengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal
NO | INTERVAL NILAI REALISASI KRITERIA PENILAIAN
KINERJA REALISASI KINERJA
1 > 100 % Baik Sekali
2 76 % <100 % Baik
3 66 % <75% Cukup
4 51 % =<65% Kurang
5 < 50% Sangat Kurang

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023. Dalam
Renstra terdapat 4 ( Empat ) sasaran dengan 6 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 2
( dua ) indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 ( dua ) indikator kinerja , sasaran 3

terdapat 1 ( satu ) indikator kinetja dan sasaran 4 terdapat 1 ( satu ) indikator kinerja.




Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran
v & ,,vJv

Meningkatnya
partisipasi
lembaga 2
kemasyarakata cC = =
n dan parpol
Meningkatnya BS
nilai - nilai 100%
kebangsaan
2. dalam 2
kehidupan C = K=
beragama dan
bernegara
Meningkatnya B = SK=
Antisipasi 100%
konflik untuk
3. menjaga 1
ketentraman cC = K=
dan ketertiban
masyarakat
Meningkatnya BS
Alkuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan _ _
Urusan 1 C K=
Kesatuan
Bangsa dan
politik

JUMLAH

w
I
w2
~
It

100% B= SK =

B. CAPAJAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone Tahun 2020 pada
intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun
2020. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap
pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Tahapan
evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan realisasi capaian

kinerja tahun sebelumnya;
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3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2020 dengan target
jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis
(Renstra) tahun 2018-2023;

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika
ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian
target kinerja;

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran
strategis dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone
Tahun 2020, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan i{etujuh tahapan evaluasi capaian
kinerja tersebut
B.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan,

menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan

diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinetja diuraikan pada tabel

berikut ;
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Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2020
SASARAN Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan
STRATEGIS parpol
PERTAMA
. o Target Realisasi |Capaian
Indikator Kinerja 2020 2020 (%) Keterangan
1. Prosentase 26% 26% 100 | Pengukuran
Ormas/LSM berdasarkan Data
an Capaian Kinerja
yang o Bidang Fasilitasi
bex:parhmpam Hubungan Antar
aktif. Lembaga Badan
2. Cakupan Ormas 85% 85% 100 | Kesbang dan
dan orpol yang Politik Kabupaten
Bone Tahun 2020
mendapatkan
pembinaan
SASARAN Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan
STRATEGIS KE- | beragama dan bernegara
DUA
. N Target Realisasi |Capaian
Indikator Kinerja 2020 2020 (%) Keterangan
1. Prosentase 82% 82% 100 | Pengukuran
Lembaga berdasarkan Data
Keagamaan yang g?g:}gn Kinetja
berperan aktif Pengembangan
2. Prosentase 6.8 % % 0 Nilai-Nilai
Keikutsertaan Kebangsaan dan
Aparat dan gidang dBela
egara dan
Elemen Ketahanan
Masyarakat Ekonomi Badan
dalam Pelatihan Kesbang dan
Bela Negara. Politik Kabupaten
Bone tahun 2020
SASARAN Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga
STRATEGIS KE- .
ketentraman dan ketertiban masyarakat
TIGA
. N Target Realisasi |Capaian
Indikator Kinerja 2020 2020 (%) Keterangan
1. Cakupan Konflik 100% 100% 100 | Pengukuran
yang bernuansa (B:er dz.isarllzz}n Data
apaian Kinerja
SARA ya.n & Bidang
tertangant Kewaspadaan
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Nasional

Penanganan
Konflik Badan
Kesbangpol Bone
Tahun 2020
STS:%%%NKE Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
EMPAT " | Urusan Kesatuan Bangsa dan politik
Indikator Kinerja | Target 2020 Reg};;gs: Ca(;z/ao;an Keterangan
Predikat B B 100 | Pengukuran
Evaluasi SAKIP reazilisasi bertciasar
pada APIP Catatan : ?;a?‘rggsen se
Berdasarka pencapaian target
n Nilai output/outcome
Rata-rata dari masing-
dari mzsing kegiatan
Persentase EZI;yg ;(;iram
Pencapaian administrasi
Target perkantoran
Kinerja
Kegiatan
dalam
Program
Pelayanan
Adm.
Perkantorarn

Dari Keempat

sasaran dengan -6 indikator kinerja utama sasaran dapat

dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Kesatuan bangsa dan

Politik dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Persentase Kategori Penc

Tabel 3.3

EEE e

‘Kateg_(‘)grit 2o )

J

Sasaran 1

Baik Sekali

Baik

100

Cukup

Kurang

il Bl Dl B e

Sangat Kurang

Jumiah

100
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Sasaran 2

Baik Sekali
Baik 2 100

Cukup

Kurang

el R

Sangat Kurang
Jumlah 2 100

Sasaran 3

Baik Sekali
Baik 1 100
Cukup

Kurang

wlalwln -

Sangat Kurang
Jumiah 1 100

Sasaran 4

1. | Baik Sekali

2. | Baik 1 100
3. | Cukup

4. | Kurang

5. | Sangat Kurang

Jumlah 1 100

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 ( Empat ) sasaran
dengan 6 ( enam ) indikator kinerja, diketahui bahwa indikator sasaran atau
persentase keseluruhan sebesar 100% dengan predikat setiap sasaran Baik, tidak

ada indikator sasaran bernilai cukup, kurang dan sangat kurang

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
Pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bone tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah

dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah
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ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format

Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja

Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun

2020 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dapat dijelaskan

melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1: ” Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol ”

a, Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol

mendapatkan pembinaan

, - Target - | Realisasi |- Capaian
No. Indikator Kinerja 2020 2020 Kinerja
% | Prosentase Ormas/LSM yang 26% 26% 100%
berpartisipasi aktif.
b.
Cakupan ormas dan Orpol yang 85% 85% 100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi

target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Prosentase Ormas/LSM yang

berpartisipasi aktif dengan capaian sesuai target yang telah ditetapkan

dimana jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi aktif sebanyak 26% ormas
dari total 80 LSM/Ormas.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi

target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Cakupan ormas dan orpol yang

mendapatkan pembinaan telah mencapai target yang telah ditetapkan

dimana jumlah ormas 80% orpol dimana jumlah orpol yang mendapat

pembinaan 12 dari jumlah 12 orpol yang mendapatkan bantuan. 12 Parpol

dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun

Sebelumnya Sasaran 1

Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol

: Capaian Indikator Kinerja Sasaran
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Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

L RE'.:ALISASI- | _
No. Indikator Kinerja - - 2018 2019 T 2020
L | yong bopanipesi ket | % | 2% | 27%
Cakupan Ormas dan
9. gzprr?‘lj i}rila:;i mendapatkan 20% 80% 82%

Indicator pertama dimana Realisasi pada tahun 2018 mencapai 25% dari
target 24%, mengalami kenaikan sebesar 1 poin dari tahun 2017 (tahun
sebelumnya)

Indicator kedua dimana Realisasi pada tahun 2020 mencapai 26% dari
target 25%, mengalami kenaikan sebesar 1 poin dari tahun 2018 (tahun

sebelumnya)

¢. Perbandingan dengan target akhir renstra
' _ REALISASI
No. Indikator Kinerja 2020 2023 . o
L P oS | | w0 |
Cakupan Ormas dan
2. | orpol yang mendapatkan 80 %6 1,2%
pembinaan
Berdasarkan perbandingan dengan akhir target rensirta diatas,
porsentase ormuas 1,2 % menunjullkan capaian kinerja sampai dengan
tahiun 2020 masih mencapai 1,2 persen dari target akhir Renstra di
tahun 2023. Dan untuk cakupan ormas dan orpol yang mendapatkan
pembinaan 1,2 % menunjukhan capaian kinerja sampai dengan tahun
2020 mencapai 1,2 persen dari target renstra tahun 2023.
d. Analisis Penvebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif.
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2. Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan
Meningkatnya pendidikan politik masyarakat dan penguatan

LSM dan Ormmas

keikutsertaan partai politik dan pembinaan dan pendidikan politik

Kapasitas dipengaruhi oleh peningkatan

masyarakat yang juga mengalami peningkatan atau dengan kata lain

mencapaj target.

3. Analisis Atas Efesiensi Penggunanaan Sumber Daya

: % 0
SASARAN INDIKATOR . | Capaian Penye/:fa -axi Tingkat
STRATEGIS | KINERJA: | Kinerja [ afgh*" efisiensi
(>100%) ggaran
1 2 3 4 5

Meningkatnya | Prosentase 100 98,61
partisipasi Ormas/LSM
lembaga yang
kemasyarakata | berpartisipasi
n dan parpol aktif

Cakupan Ormas

dan orpol yang 100 86,64

mendapatkan

pembinaan

TOTAL 100 02.625 7,375

[}

n tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sebesar 7,38 yang

menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran.

Tabel Program dan Kegiatan

4. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

N INDIKATOR PROGRAM DAN ANGGARAN %
0. KINERJA KEGIATAN TARGET | REALISASI | KEUANGAN
2 3 4 5 6
1 | Cakupan Ormas Program 186.850.000 | 185.833.000 99,46
dan orpol yang Pendidikan Politik
mendapatkan Masyarakat
pembinaan Kegiatan 31.250.000 | 31.250.000 100
Penyuluhan Kepada
Masyarakat
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oz

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM DAN
KEGIATAN

ANGGARAN

Y

TARGET

REALISASI

KEUANGAN

3

4

5

Kegiatan
Pemantauan dan
Pengawasan
Administrasi
Bantuan Partai
Politik

74.950.000

74.040.000

08,79

Kegiatan
Pemantauan dan
Pelaporan dan
Evaluasi
Perkembangan
Politik di Daerah
terkait Pelaksanaan
Pemilu Serentak
Tahun 2020

25.000,000

24.933.000

99,73

Prosentase
Ormas/LSM yang
berpartisipasi aktif

Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas LSM dan
Ormas

55.650.000

55.610.000

99,93
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Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone untuk

sasaran strategis pertama telah mencapai target indikator kinetja yang

telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana
pencapaian target tahun 2020 sebesar 99,46 % dari target yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2020.

5. Permasalahan dan Alternatif Solusi
Permasalahan
Walaupun capaian pada sasaran | ini sudah optimal namun masih
tetap ada permasalahan di lapangan antara lain:

1. Adanya sckretariar LSM / Ormas dan Partai Politik yang sering
berpindah pindah tanpa adanya laporan kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik selaku pengawas.

2. Masih ada LSM / Ormas yang tidak pernah melaporkan kegiatan
yang dilaksanakan.

Solusi

1. Setiap Ormas/LSM yang memasukkan permohonan penerbitan
Surat keterangan Terdaftar ke Kemendagri harus melampirkan
keterangan domisili sekretariat beserta dengan foto sekretariat.

2. LSM/Ormas harus menyampaikan laporan hasil kegiatan yang telah

dilaksanakan

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan
beragama dan bernegara

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran
Tabel

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya nilai - nilai
kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara

. .o Realisasi Capaian
No | Indikator Kinerja | Target 2020 2020 Kinerja
a. | Prosentase
Lembaga 82% 82%
Keagamaan yang 100 %
berperan aktif
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b. | Prosentase
Keikutsertaan
Aparat dan Elemen 6,8% 0% 0%
Masyarakat dalam °
Pelatihan Bela
Negara

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi
target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Prosentase Lembaga Keagamaan
yang berperan aktif dengan capaian sesuai farget yang telah ditetapkan
karena dimana Lembaga Keagamaan yang di Kabupaten Bone berperan aktif
dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang sesuai
tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi pada tahun 2020
mencapai 82% dari jumiah Lembaga Keagamaan yang ada di Kabupaten
Bone.

Adapun realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu
Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan
Bela Negara tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada
tahun 2020 mencapai 0% dari target 6,8 % dikarenakan Covid 19 sehingga
Pelatihan Bela Negara di Tahun 2020.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun
Sebelumnya Sasaran 2 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan
bernegara.

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

REALISASI
No. Indikator Xinerj
o ndikator Xinerja 2019 2020
Prosentase Lembaga 80% 2%
1. | Keagamaan yang
berperan aktif
Prosentase Keikutsertaan
2 Aparat dan Elemen 5,6% 0%
" | Masyarakat dalam
Pelatihan Bela Negara
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Realisasi pada tahun 2020 mencapai 82% dari target 82%, mengalami
kenaikan realisasi dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 80%.

. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peninghatan /
Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indicator 1 dari sasaran ke 2 Meningkatnya Prosentase
Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dikarenakan telah diadakan
sosialisasi dan monev tentang lembaga keagamaan di kecamatan yang
juga mengalami peningkatan atau dengan kata lain mencapai target.
Adapun Indicator ke 2 pada sasaran ke 2 tidak mencapai target

disebabkan karena Covid 19 yang harus mengikuti protocol kesehatan.

. Analisis Atas Efesiensi Penggunanaan Sumber Daya

Bagian vang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran
untuk sasaran yang pencapaian Kinerjanya mencapai atau lebih dari
100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran dan 2 indikator,
menunjukkan pencapaian yang sama atau menghampiri 100%, yaitu
sebanyak 2 indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah

ini.
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OA) %
SASARAN INDIKATOR Capaian . N
STRATEGIS RIA Kinerja Pﬁ)éegr;izn Tingkat efisiensi
(=100%)
1 2 3 6 6
Meningkatnya Prosentase Lembaga 100 100
nilai - nilai Keagamaan yang
kebangsaan berperan aktif
dalam
kehidupan
gz:zg;z:; dan Prosentase 0 100
Keikutsertaan Aparat
dan Elemen
Masyarakat dalam
Pelatihan Bela
| Negara
8. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Tabel 3. Program dan Kegiatan
F\IO. INDIKATOR PROGRAM DAN ANGGARAN Yo
KINERJA KEGIATAN TARGET | REALISASI | KEUAN
GAN
2 3 4 5 6
1 | Prosentase Program Kemitraan 224.525.000 | 224.400.000 99,94
Lembaga Pengembangan Wawasan
Keagamaan yang | Kebangsaan
berperan aktif Peningkatan Kapasitas Forum 49.500.000 | 49.500.000 100
Pembauran Kebangsaan
Peningkatan Kapasitas Forum 150.025.000 | 140.900.000 99,90
Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Pusat Pendidikan Wawasan 10.000.000 | 10.000.000 100
Kebangsaan
Penanaman Revolusi Mental 15.000.000 | 15.000.000 100
Bagi ASN Kabupaten Bone
yang Mandiri, Berdaya Saing
dan Sejahtera
2 | Prosentase Program Peningkatan 63.700.000 | 63.539.900 99.75
Keikutsertaan Perlindungan Masyarakat
Aparat dan Elemen | dan Kesadaran Bela Negara
Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara 23.000.000 | 22.840.000 99.30
Pelatihan Bela
Negara
Pengawasan dan Pemantauan 40.100.000 | 40.099.900 100
Ketahanan Ekonomi Daerah
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Pendidikan Kesadaran Bela 600.000 600.000
Negara

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Xab. Bone untuk
sasaran strategis kedua tidak mencapai target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana
pencapaian target tahun 2020 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan
dalam Rencana Ketja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.
Namun dikarenakan COVID 19 sehingga dana yang tersedia dilakukan
realokasi (recofussing) untuk pencegahan penularan Virus Covid 19.

9, Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 2 ini pada indikator 1 sudah
optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain
masih kurangnya pemahamam organisasi masyarakat keagamaan untuk
mendaftarkan lembaga keagamaannya sehimngga masih perlu
ditingkatkan monev / sosialisasi ke lembaga lembaga yang ada adapun
yang ada pada indikator ke 2 dikarenakan COVID 19 sehingga dana
yang tersedia dilakukan realokasi (recofussing) untuk pencegahan
penularan Virus Covid 19.

Qasaran 3 : Meningkatnya Antisipasi  konflik untuk menjaga

ketentraman dan ketertiban masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Antisipasi konflik
untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

. N Realisasi Capaian
No | Indikator Kinerja Target 2020 2020 Kinerja
a. | Cakupan Konflik
9, 0
yng bernuansa 100% 100% 100 %

SARA yang
tertangani
L g

Berdasarkan tabel tersebut di afas dapat diketahui bahwa realisasi
target pada sasaran ke 3 yaitu 1 Indikator 100%, dengan capaian telah

mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai
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100%, dari target 100 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan
Sangat Baik Pada Tahun 2020 jumlah 100%.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi
target pada indikator 1 yaitu Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang
tertangani capaian ‘elah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi
pada tahun 2020 mencapai 100% dari target 100 % dengan persentase 100%
Capaian ini dikategorikan Baik. Pada Tahun 2020 jumlah 0 Kejadain..

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun
Sebelumnya Sasaran 3 : Cakupan Konflik yng bernuansa SARA yang

tertangani.
Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.
REALISASI
. Indikator Kinerj
No ndikator Kinerja 2019 2020
Cakupan Konflik yng o o
1. | bernuansa SARA yang 100% 100%
L tertangani

Realisasi pada tahun 2019 mencapai 100% dari target 100%, tidak
mengalami kenaikan realisasi dari tahun 2019 (tahun sebelumnya)
sebesar 100%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indicator 1 dari sasaran ke 3 Cakupan Konflik yng bernuansa

SARA yang tertangani telah mengalami keberhasilan dikarenakan telah
maksimalnya diadakan rapat — rapat koordinasi dengan FORKOPIMDA,
TRIPIKA, KOMINDA, PARPOL, LSM, anggota FKUB, anggota FPK,
serta stakeholder terkait yang dapat mendukung dalam mewujudkan
kenyamanan lingkungan.

c. Analisis Atas Efesiensi Penggunanaan Sumber Daya
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran
untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari
100%. Teriihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran dan 1 indikator,
menunjukkan pencapaian yang sama atau menghampiri  100%, yaitu
sebanyaik ! indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah

ini.
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SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

%
Capaian
Kinerja
(>100%)

%
Penyerap
an
Anggara
n

Tingkat
efisiensi

2

3

6

meningkatnya Antisipasi
konflik untuk menjaga

ketentraman dan ketertiban

masyarakat

L

Cakupan Konflik yng

tertangani

bernuansa SARA yang

100

100

100

d. Analisis Program da

Kinerja

Tabel 3. Program dan Kegiatan

n Kegiatan yang Menunjang Pencapaian

INDIKATOR
KINERJA

[No.

PROGRAM DAN

ANGGARAN

%o

KEGIATAN

TARGET

REALJISASI

KEUANGAN

2

3

4

5

Cakupan Konflik
yng bernuansa
SARA yang
tertangani

Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik

2.675.817.240

2.665.936.294

99,63

Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Penyedia Tenaga
Pengendali
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik

512.000.000

511.998.000

100

Rakor Polkam Tingkat
Kabupaten dan
Kecamatan

304.795.000

304.580.000

99,93

Penanganan Gangguan
Keamanan dan
Konflik Sosial

83.232.240

83.200.000

99,96

Peningkatan
Kerjasama dan
Sinergitas Dalam
Pemeliharaan
kantrantibmas

1.516.450.00

1.516.119.494

99,98

Satgas Daerah Sapu
Bersih Pungli

132.340.000

128.337.500

96,98
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Satuan Tugas Kontra 42.000.000 | 39.499.900 94,05
Terorisme, Kontra
Narkoba serta Gugus
Gerakan Bone
Melayani Tertib dan
Bersih

Pengawasan Orang 85.000.000 | 82.200.000 96,71
Asing

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone untuk
sasaran strategis ketiga telah mencapai target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dimana
pencapaian target tahun 2020 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.
Namun belum dapat dibandingkan dengan target di tahun laiu
dikarenakan indicator ini baru pada Renstra 201 8-2023.
e. Permasalahan dan Alternatif Solusi
Walaupun capaian pada sasaran 3 ini pada indikator 1 sudah
optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain
Belum memadai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi
anggota KOMINDA sehingga masih perlu diperhatikan.Solusinya agar

pemerintah dapat memfasilitasi untuk pemecahan masalah ini.

a. REALISAST ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.295.293.347 (99%)

1. Anggaran Kinerja :
- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.503.260.705,-(99%)
- Belanja Langsung Rp. 3.792.032.642,-(99%)

2. Pemanfaatan Anggaran
a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Kesatuan Bangsa dan
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politik dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.503.260.705,-(99%)

yang diarahkan untuk :
Gaji dan Tunjangan Rp. 1.604.710.408,-
Tambahan Penghasilan PNS Rp. 898.550.297,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.792.032.642,-(96%) dengan jumlah 8
program dan 27 kegiatan.

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 belum tercapai secara optimal

disebabkan hal-hal sebagal berikut :

1.

3.

Adanya beberapa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang tidak berjalan
maksimal karena bertentangan dengan protokol kesehatan yang melarang
setiap orang berkumpul dan harus menjaga jarak apabila kegiatan tersebut
mendesak dilaksanakan dengan tatap muka.
Adanya sekretariat LSM/Ormas dan Partai Politik yang sering berpindah —
pindah tanpa adanya laporan kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik
selaku Pengawas.
Masih adanya LSM/Ormas yang tidak pernah melaporkan kegiatan yang
dilaksanakan.
Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah

antisipatif sebagai berikut :

1.

Setiap Ormas/LSM  yang memasukan permohonan penerbitan  Surat
Keterangan terdaftar ke Kemendagri harus melampirkan keterangan domisili
sekretariat beserta dengan foto tempat sekretariat.

Diharapkan ditahun — tahun mendatang kegiatan Pelatihan Bela Negara
mengakomodir semua lapisan masyarakat khususnya generasi muda yang
putus sekolah agar mereka merasa punya andil dalam pembangunan bangsa
khususnya di bidang Keamanan dan Kepyamanan lingkungan.

LSM/Ormas harus menyampaikan laporan hasil kegiatan yang telah

dilaksanakan.
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BAB IV
PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik,
setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi
dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
LK;j menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.
Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan
publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan
yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis,
sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pengukuran—pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang
mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir
RENSTRA. Secara umuit, nampak bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada
tahun 2020 adalah baik, karena terdapat 6 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam
bab II1, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
untuk memastikan pencapaian kinerja sebagal prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya
ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai
bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan
alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan
yang rutin dilakukan, namun juga pengembangat inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang mana semakin kurangnya pemahaman
masyarakat tentang pancasila sebagai dasar pedoman bagi NKRI.

Bagi instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sendiri, ini bisa berarti
perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa
dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinetja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari
penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan
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pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi
yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan
saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus
perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian
dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik.
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